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								    				    BAB 1 PENDAHULUAN



A. LATAR BELAKANG



Indonesia adalah suatu negara berkembang dengan jumlah angka kemiskinan yang masih tinggi. Namun, keadaan ini bukannya memicu para pejabat untuk  memajukan Indonesia. Mereka memilih untuk menghamburkan uang rakyat yang seharusnya digunakan untuk menyejahterakan Indonesia agar bisa menjadi negara maju. Korupsi, kini sedang jaya di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sebagian besar anggota pemerintahan baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat hanya mengucapkan sumpah jabatan tanpa penghayatan. Apalagi diamalkan. Padahal, dengan adanya korupsi keadaan ekonomi negara kita akan semakin terpuruk. Korupsi tidak mudah untuk diberantas, karena korupsi sudah menjamur sehingga  pertumbuhannya sangat cepat. Namun, penangkapan seorang koruptor sangat berarti bagi  NKRI. Karena akan memberikan titik terang untuk menangkap koruptor lainnya. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya kesetiaan di hati mereka. Baik setia pada NKRI, maupun setia kepada kelompok koruptornya. Untuk memberantas korupsi, sebagai masyarakat kita juga perlu mengambil   peran. Kita tidak bisa hanya menghujat pemerintah yang dianggap tidak sanggup memberantas korupsi yang sedang merajalela di NKRI. Sebagai masyarakat kita juga   perlu menyinsingkan lengan baju dan mulai memberantas korupsi berdasarkan kemampuan kita. Cara yang paling mudah untuk memberantas korupsi adalah dengan cara menumbuhkan sikap anti korupsi. Karena, sikap itu merupakan perlindungan awal dari korupsi. Sikap anti korupsi ini harus dimiliki oleh setiap orang di NKRI, karena dengan sikap anti korupsi bisa menghindarkan kita dari perbuatan tercela itu. Dalam makalah ini kami akan mencoba untuk memberi pengetahuan yang lebih luas mengenai korupsi. Diharapkan dengan membaca makalah ini, dapat menumbuhkan  jiwa anti korupsi yang bisa memberantas kasus korupsi.



B. TUJUAN MAKALAH



1.



Pemenuhan tugas sekolah.



2.



Memberikan wawasan tentang korupsi.



3.



Menumbuhkan sifat dan sikap anti korupsi, terutama pada siswa-siswi SMAN Tanjung.



1



1



 C.



4.



Memotivasi pembaca untuk memberantas korupsi.



5.



Meningkatkan rasa nasionalisme.



RUMUSAN MASALAH



1.



Apa pengertian dari korupsi?



2.



Apakah ciri-ciri dari korupsi?



3.



Faktor-faktor apa sajakah yang mendorong seseorang melakukan tindak korupsi?



4.



Bagaimanakah pembagian dari korupsi?



5.



Apakah dampak negatif dari korupsi?



6.



Apa sajakah landasan hukum pemberantasan korupsi?



7.



Bagaimanakah cara memberantas korupsi?



8.



Apa sajakah contoh kegiatan korupsi di Indonesia?
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 BAB 2 ISI



A. PENGERTIAN KORUPSI



Korupsi dapat diartikan sebagai tindakan penyelewengan uang negara oleh para



 pejabat negara. Dalam arti umum, korupsi adalah pengabaian pengabaian atau penyisihan atas suatu standar yang seharusnya ditegakkan. Sedangkan secara sempit, korupsi dapat diartikan sebagai pengabaian standar perilaku tertentu oleh pihak yang berwenang demi memenuhi kepentingan diri sendiri. Dalam ilmu politik , korupsi didefinisikan sebagai penyalahgunaan jabatan dan administrasi, ekonomi atau politik, baik yang disebabkan oleh diri sendiri maupun orang lain yang ditujukan untuk memperoleh keuntungan pribadi, sehingga menimbulkan kerugian bagi masyarakat umum, perusahaan atau pribadi lainnya. Para ahli ekonomi menggunakan definisi yang konkret. Korupsi didefinisikan



sebagai pertukaran yang menguntungkan (antara prestasi dan kontraprestasi, imbalan materi atau nonmateri), yang terjadi secara diam-diam dan sukarela, yang melanggar  norma-norma yang berlaku, dan setidaknya merupakan penyalahgunaan jabatan atau wewenang yang dimiliki salah satu pihak yang terlibat dalam bidang umum dan swasta. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mendefinisikan



korupsi sebagai tindakan yang merugikan kepentingan umum dan masyarakat luas demi keuntungan pribadi atau kelompok tertentu. Menurut Brooks, korupsi adalah dengan sengaja melakukan kesalahan atau melalaikan tugas yang diketahui sebagai kewajiban atau tanpa keuntungan yang sedikit  banyak bersifat pribadi. Korupsi secara sederhana bagi Haryanto, adalah dipahami sebagai upaya menggunakan kemampuan campur tangan karena posisinya untuk menyalahgunakan informasi, keputusan, pengaruh, uang atau kekayaan demi kepentingan keuntungan  pribadinya. Menurut Kuper & Kuper, korupsi dalam arti politik berarti penyalah gunaan weweang oleh pejabat pemerintah atau politisi bagi keuntungan mereka sendiri. Menurut Kartini Kartono, korupsi adalah tingkah laku individu yang menggunakan wewenang dan jabatan guna mengambil keuntungan pribadi, merugikan kepentingan umum dan negara. Menurut



Senturia,



korupsi



adalah



penyalahgunaan



kekuasaan



yang



dipercayakan untuk kepentingan pribadi. Acuan tentang kejahatan korupsi yang paling klasik adalag premis dari   Lord Actio, power tend to corrup, absolute power corrupt  absolutely (kekuasaan cendrung korup; kekuasaan tak terbatas pasti korup.
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 B.



CIRI-CIRI



KORUPSI



Di mana pun dan kapan pun, korupsi selalu memiliki ciri-ciri khas. Adapun ciriciri korupsi adalah sebagai berikut: 1.



Suatu penghianatan terhadap kaecayaan. Kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat kepada pemerintah untuk  mengemban tugas tugas yang diberikan oleh masyarakat yang tujuannya agar  kesejahteraan masyarakat tercapai, tetapi kepercayaan yang di berikan oleh masyarakat kepada pemerintah malah diselewengkan oleh pemerintah dengan cara mengambil uang rakyat yang di gunakan untuk kepentingan prpbadi  pemerintah yang korup.



2.



Penipuan terhadap badan pemerintah, lembaga swasta atau masyarakat umum Pemerintah yang korup memanipulasi data keuangan asli kepada pemerintah   pusat (atasannya),laporan data keuangan di selewengkan oleh pemerintah yang korup dengan merubah jumlah pengeluaran pengeluar an yang mulanya mulanya jumlahnya sedikit di manipulasikann jumlahnya agar menjadi banyak, sehingga pemerintah pusat menyalurkingannyaan dana lebih banyak lagi kepada pemerintah yang korup tersebut. Dan dana itu digunakan untuk kepentingannya sendiri.



3.



Dengan sengaja melalaikan kepentingan umum untuk kepentingan khusus. Melelui berbagai sikap dan tindakan seperti, menggunakan uang negara seenaknya untuk kepuasan golongan, sehingga kepentingan umum atau negara tidak dipedulikan, akibatnya muncul berbagai kesenjangan sosial yang mengakibatkan kemiskinan semakin merajalela.



4.



Dilakukan dengan rahasia, kecuali dalam keadaan di mana orang-orang yang  berkuasa atau bawahannya menganggapnya tidak perlu. Memiliki maksud maksud bahwa para koruptor menyelewengkan uang negara secara diam-diam. Dengan cara tersebut para koruptor mempunyai cara-cara atau strategi yang tidak akan diketahui oleh siapapun dalam melakukan aksi menyelewengkan uang negara.



5.



Melibatkan lebih dari satu orang atau pribadi. Maksudnya ialah dalam melakukan melakukan kegiatan korupsi biasanya di lakukan oleh  beberapa orang yng dimana setiap orang mempunyai tugas masing-masing dlam menyelewenkan uang negara.



6.



Adanya kewajiban atau keuntungan bersama, dalam bentuk uang atau yang lain. Kewajiban ini dilakukan dengan bekerjasana dengan pihak-pihak yang terlibat, seperti ada pihak yang bertugas memanipulasi data, menyogok atasan, melihat kondisi ekonomi, dan sebagainya. Sehingga tindakan para koruptor mudah dilakukakan.
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 Selanjutnya keuntungan bersama yang nantinya segala kewajiban bersama yang dilakukan tersebut memberikan keuntuingan bagi pihak-pihak tersebut. Seperti adanya kenaikan gaji, jabatan, dan lain-lain. 7.



Terpusatnya kegiatan (korupsi) pada mereka yang menghendaki keputusan yang  pasti dan mereka yang dapat mempengaruhinya.



8.



Adanya usaha untuk menutupi perbuatan korupsi dalam bentuk-bentuk   pengesahan hukum. Karena pada dasarnya perbuatan korupsi merupakan perbuatan yang dilakukan dengan adanya sikap nekat yang merupakan akibat dari adanya suatu lembaga atau hukum-hukum tertentu yang memberikan dukungan atau menutupi tindakan korup yang juga secara harfiahnya memberikan keungtungan bagi dirinya sendiri, sehingga para koruptor lebih leluasa dalam bertindak.



9.



Menunjukkan fungsi ganda yang kontradiktif pada mereka yang melakukan korupsi.



10.



Perbuatan yang merugikan negara Para koruptor sangat merugikan negara. Karena para koruptor tersebut menyelewengkan tugas dan tanggung jawab serta uang-uang negara yang sebenarnya bukan miliknya. Uang-uang negara yang mereka gunakan adalah untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Dimana negara bisa maju apabila kebutuhan rakyat bisa tercukupi secara maksimal. Selain itu negara dirugikan karena harus menanggung semua akibat yang ditimnulkan oleh para koruptor,  baik materil maupun moral.



11.



Tindakan yang memperkaya diri sendiri dengan jalan menyalahgunakan kekuasaan. Hal ini megakibatkan berbagai fenomena-fenomena yang merugikan bangsa dan negarapun terjadi. Karena hal-hal yang dilakuakan hanya berfungsi dan   bermanfaat mutlak untuk dirinya sendiri tanpa memikirkan berbagai efek-efek  yang akan ditimbulkannya, akibatnya kekuasaan atau kesewenang-wenangan terhadap lembaga negara tidak dapat dihindari.



C.



FAKTOR-FAKTOR PENDORONG KORUPSI



Korupsi dapat terjadi apabila ada faktor-faktor yang mendorongnya. Adapun faktor-faktor pendorong terjadinya korupsi sebagai berikut: 1.



Kedekatan sistem dan kontak yang intensif antara ekonomi dan administrasi.



2.



Arus informasi yang masuk tidak menyolok.



3.



Pemusatan kompetensi pada pekerja ahli tertentu dengan ruang gerak yang memungkinkan mereka mengambil keputusan.
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 4.



Batasan yang kabur antara hal-hal yang dapat diterima secara sosial dan  perbuatan yang melanggar hukum.



5.



Kurangnya kesadaran korban (pihak yang dirugikan) bahwa mereka diperlakukan tidak adil.



D. BENTUK-BENTUK KORUPSI



Korupsi terjadi dalam berbagai bentuk. Menurut Yves Meny, bentuk-bentuk  korupsi adalah sebagai berikut: 1.



Korupsi jalan pintas, yaitu korupsi dalam hal penggelapan uang negara,



  perantara ekonomi dan politik, sektor ekonomi membayar keuntungan untuk  keuntungan politik. Termasuk dalam bentuk korupsi ini adalah kasus para   pengusaha yang menginginkan agar UU Perburuhan tertentu diberlakukan; atau   peraturan-peraturan yang menguntungkan usaha tertentu untuk tidak direvisi. Selanjutnya, para partai politik mayoritas memperoleh uang sebagai balas jasa. Korupsi jenis ini dibedakan dari yang lain karena sifat konstitusionalnya lebih menonjol. 2.



Korupsi upeti, yaitu bentuk korupsi yang dimungkinkan karena jabatan



strategis. Berkat jabatan tersebut seseorang mendapatkan persentase dari  berbagai kegiatan, baik ekonomi, politik, budaya; bahkan upeti dari bawahan dan kegiatan-kegiatan lain atau jasa dalam suatu perkara. Termasuk dalam bentuk  korupsi ini adalah upaya untuk  mark-up (memanipulasi angka, nilai, harga, uang, menjadi lebih tinggi). 3.



korupsi kontrak, yaitu korupsi yang tidak bisa dilepaskan dari upaya



mendapatkan proyek atau pasar. Termasuk ke dalam bentuk korupsi ini adalah usaha untuk mendapatkan fasilitas pemerintah. 4.



Korupsi pemerasan, yaitu korupsi yang sangat terkait dengan jaminan



keamanan dan urusan-urusan gejolak internal dan eksternal, pencantuman nama   perwira tinggi militer dalam dewan komisaris perusahaan, penggunaan jasa keamanan pada perusahaan-perusahaan multi nasional, bahkan pemerasan lansung terhadap perusahaan dengan alasan keamanan. Termasuk ke dalam   bentuk korupsi ini adalah membuka kesempatan kepemilikan saham kepada orang kuat tertentu untuk menghindari akusisi perusahaan yang secara ekonomi tidak beralasan.
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 E. DAMPAK NEGATIF KORUPSI



David Bayle menginventarisasi akibat dari perilaku korupsi: 1.



Tindak



korupsi



mencerminkan



mencapai



tujuan-tujuan



yang



ditetapkan



  pemerintah (misalnya, korupsi dalam pengangkatan pejabat atau salah alokasi sumber daya menimbulkan efisiensi dan pemborosan). 2.



Korupsi akan segera menular ke sektor swasta dalam bentuk upaya mengejar laba dengan cepat (dan berlebihan) dalam situasi yang sulit diramalkan, atau melemahkan investasi dalam negeri dan menyisihkan pendatang baru. Dengan demikian, mengurangi partisipasi dan pertumbuhan sektor swasta.



3.



Korupsi mencerminkan kenaikan biaya administrasi (membayar pajak harus ikut menyuap karena membayar beberapa kali lipat untuk pelayanan yang sama).



4.



Jika korupsi merupakan bentuk pembayaran yang tidak sah, maka hal ini akan mengurangi jumlah dana yang disediakan untuk publik.



5.



Korupsi merusak mental aparat pemerintah dan melunturkan keberanian yang diperlukan untuk mematuhi standar etika yang tinggi.



6.



Korupsi dalam pemerintahan menurunkan rasa hormat kepada kekuasaan dan akhirnya menurunkan legitimasi pemerintah.



7.



Jika elit politik dan pejabat tinggi pemerintah secara luas dianggap korup, maka  publik akan menyimpulkan tidak ada alasan bagi publik untuk tidak boleh korup  juga.



8.



Seorang pejabat atau politisi yang korup adalah pribadi yang hanya memikirkan diri sendiri, tidak mau berkorban demi kemakmuran bersama dimasa mendatang.



9.



Korupsi menimbulkan kerugian yang sangat besar dari sisi produktifitas karena waktu dan energi habis untuk menjalin hubungan guna menghindari atau mengalahkan



sistem



daripada



untuk



meningkatkan



kepercayaan



dan



memberikan alasan yang objektif mengenai permintaan layanan yang diperlukan. 10.



Korupsi, karena merupakan ketidak adilan yang dilembagakan, maka mau tidak  mau akan menimbulkan perkara yang harus dibawa ke pengadilan dan tuduhantuduhan palsu yang digunakan pada pejabat yang jujur untuk tujuan pemerasan.



11.



Bentuk korupsi yang paling menonjol di beberapa negara yaitu ³uang licin atau uang rokok´ menyebabkan keputusan ditimbang berdasarkan uang, bukan   berdasarkan kebutuhan manusia. Meskipun demikian, korupsi juga mempunyai ³manfaat´, misalnya mempercepat proses birokrasi, baik di dalam birokrasi   pemerintahan maupun non pemerintahan. Pengendaraan kendaraan bermotor  ketika ditilang polisi, cendering untuk menyuap polisi daripada mengikuti sidang di pengadilan yang sering kali lebih mahal secara ekonomi. Pencari SIM atau  paspor lebih baik menyuap daripada habis waktunya ³diping pong´ oleh pejabat
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   birokrasi. Bahkan, pada tingkat tertentu korupsi bermanfaat untuk menjaga hubungan paternalistik dan klientelistik antar individu dan antar lembaga.



F.



LANDASAN HUKUM PEMBERANTASAN KORUPSI



Meskipun pemberantasan korupsi di Indonesia masih jauh dari berhasil, sebenarnya pemerintah telah memberlakukan berbagai peraturan perundang-undangan untuk menjerat pelaku korupsi dengan ancaman tindak pidana. Peraturan perundangundangan tersebut adalah sebagai berikut: 1.



UU No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Korupsi.



2.



UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelanggaraan Penyelanggar aan Negara yang Bersih Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Pasal 5



a.



: ³Setiap penyelenggara negara berkewajiban untuk:



Mengucapkan sumpah atau janji sesuai dengan agamanya sebelum memangku jabatannya;



 b.



Bersedia diperiksa kekayaannya sebelum, selama dan setelah menjabat;



c.



Melaporkan dan mengumumkan kekayaannya sebelum dan setelah menjabat;



d.



Tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme;



e.



Melaksanakan tugas tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras dan golongan.



f.



Melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab dan tidak  melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, maupun kelompok dan tidak mengharapkan imbalan dalam   bentuk apapun yang bertentangn dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku; dan



g.



Bersedia menjadi saksi dalam perkara korupsi, kolusi, dan nepotisme serta   perkara lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang  berlaku,´



Pasal 10



: ³ Untuk mewujudkan Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas



dari korupsi, kolusi dan nepotisme, Presiden selaku Kepala Negara membentuk  Komisi Pemeriksa. Pasal 12



: ³ Komisi Pemeriksa mempunyai fungsi untuk mencegah praktek 



korupsi, kolusi dan nasionalisme dalam penyelenggaraan negara (ayat 1). Dalam melaksanakan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1), Komisi Pemeriksa darurat dapat melakukan kerja sama dengan lembaga-lembaga terkait  baik di dalam negeri maupun di luar negeri.
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 :



Pasal 20



³Setiap



Penyelanggara



Negara



yang



melanggar



ketentuan



sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 5 dikenakan sanksi administratif sesuai dengan



ketentuan



perundang-undangan



yang



berlaku



(ayat



1).



Setiap



  penyelanggara Negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam  pasal 5 dikenakan sanksi pidana dan atau sanksi perdata sesuai dengan ketentuan  peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3.



UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.



4.



Peraturan Pemerintah R.I. No. 7 1 tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.



5.



UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 3 1 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. :



Pasal 5 1)



Dipidana dengan pidana penjara paling singkat



1



(satu) tahun dan paling



lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 5 0.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak 25 0.000.000 (dua ratus lima  puluh juta rupiah) setiap orang yang: a. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau   penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau  penyelanggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam  jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau  b. Memberi sesuatu pada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau



berhubungan



dengan



sesuatu



yang



bertentangan



dengan



kewajibannya, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya. 2) Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat 1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat 1). :



Pasal 6 1)



Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15



(lima belas) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp



150.000.000,00



(seratus lima puluh juta



rupiah) dan paling banyak 



750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang: a. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk  mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili; atau  b. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.
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 2) Bagi hakim yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat



1)



huruf a atau advokat yang menerima pemberian atau janji



sebagaiman dimaksud dalam ayat



1)



huruf b, dipidana dengan pidana yang



sama sebagaiman dimaksud dalam ayat 1). Pasal 7 1)



:



Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp



100.000.000,00



(seratus juta rupiah) dan paling banyak 35 0.000.000 (tiga (tiga ratus lima lima puluh  juta rupiah) setiap orang yang: a. Pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan , atau  penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang.  b. Setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan   bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf a. c. Setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara   Nasional



Indonesia



atau



Kepolisian



Negara



Republik



Indonesia



melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang; atau d. Setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik  Indonesia dengan sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf c. 2) Bagi orang yang menerima penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan membiarkan  perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam ayat 1) huruf a atau huruf c, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat 1). Pasal 8



: Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan



  paling lama 15 (lima belas) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00



(seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak 750.000.000



(tujuh ratus lima puluh juta rupiah), pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat   berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat  berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut. Pasal 9



: Dipidana dengan pidana penjara paling singkat



1



(satu) tahun dan



  paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak 25 0.000.000 (dua
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 ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atao orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar  yang khusus untuk pemeriksaan administrasi. Pasal 10



: Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan



  paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00



(seratus juta rupiah) dan paling banyak 35 0.000.000 (tiga ratus



lima puluh juta rupiah) pegawau negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk  sementara waktu, dengan sengaja: a. Menggelapkan, menghancurkan, merusakkan atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena  jabatannya; atau  b. Membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut; atau c. Membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat atau daftar tersebut. Pasal 11



: Dipidana dengan pidana penjara paling singkat



1



(satu) tahun dan



  paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak 25 0.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang   berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya. Pasal 12



: Dipidana dengan pidana penjara paling singkat



4



(empat) tahun dan



  paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan dan paling banyak  1.000.000.000 (satu milyar rupiah): a. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji,   padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;  b. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam  jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;
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 c. Hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga   bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan  perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili; d. Seseorang



yang



menurut



ketentuan



peraturan



perundang-undangan



ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan, menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan,  berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili; e. Pegawai



negeri



atau



penyelenggara



negara



yang



dengan



maksud



menguntungkan diri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk  mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri; f. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolaholah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umu mempunyai utang kepanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang; g. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan, atau penyerahan barang, seolaholah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut  bukan merupakan utang; h. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut   bertentangan bertentanga n dengan peraturan perundang-undangan; perundang-undan gan; atau i. Pegawai negeri atau penyelenggara negara baik lansung maupun tidak  lansung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau  persewaan, yang pada saat di lakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya. Pasal 12 A 1)



:



Ketentuan mengenai pidana penjara dan pidana denda sebagaiman dimaksud dalam pasa 5, pasal 6, pasal 7, pasal 8, pasal 9, pasal
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pasal 11 dan pasal 12



tidak berlaku bagi tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah). 2) Bagi pelaku tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp 5. 000.000 (lima juta rupiah) sebagaimana dimaksud dalam ayat
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1)



dipidana dengan



  pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah). 6.



UU No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.



7.



UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 6



: ³ Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas:



a. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;  b. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; c. Melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi; d. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; dan e. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintah negara.´ Pasal 11



: ³Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 6



huruf c, Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berwenang melakukan  penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi yang: a. Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat  penegak hukum atau penyelenggara negara.  b. Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau c. Menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp.



1.000.000.000,00



(satu



milyar rupiah),´ 8.



UU No. 7 Tahun 2 006 tentang pengesahan



U nited nited



Nations Convention Against 



Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2 003) 9.



Intruksi Presiden Republik Indonesia No. 5 Tahun 2 004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.



G.



CARA



MEMBERANTAS KORUPSI



Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, kata ³pemberantasan´ berarti melenyapkan sampai ke akar-akarnya. Melenyapkan korupsi sampai ke akar-akarnya tentu tidak cukup hanya dengan tindakan represif dengan memberikan hukuman kepada   pelaku korupsi. Pemberantasan korupsi harus dimaknai sebagai bentuk tindakan komprehensif, meliputi pencegahan, penindakan dan perbaikan. Jika demikian halnya, dari manakah pemberantasan korupsi harus dimulai? Sebelum pertanyaan tersebur  dijawab, harus ada pemahaman bersama tentang penyebab dasar korupsi, peluang dan celah yang memberi kesempatan untuk korupsi, dan apa-apa yang meransang orang untuk melakukan korupsi.



13



 Sampai saat ini masih belum jelas tentang apa penyebab dasar orang melakukan korupsi. Bila penyebabnya adalah masalah penghasilan dan kesejahteraan yang rendah dari penyelenggara negara, ternyata tidak sepenuhnya benar. Di negara maju sekalipun, dengan penghasilan dan tingkat kesejahteraan penyelanggara negara sudah cukup baik, ternyata masih ada kasus korupsi. Hanya saja di negara-negara maju tersebut penegakan hukum telah dijalankan secara baik dan independen. Penegakan hukum yang lemah menyebabkan orang tidak takut (bahkan terang-terangan) melakukan korupsi. Pada sisi sama, proses pengawasan penyelanggaraan negara yang dilakukan secara tidak  independen semakin memberikan dorongan orang untuk melakukan korupsi. Mengenai pengawasan terhadap penyelenggara negara/pemerintah dalam rangka   pemberantasan korupsi, Kwik Kian Gie berpendapat bahwa tindakan harus dimulai dari membersihkan manusia agar bebas korupsi atau setidaknya takut untuk melaksanakan korupsi. Ia kemudian menawarkan konsep pemberantasan korupsi dengan menerapkan metode carrot and stick . Menurut Kwik Kian Gie, memberi kesejahteraan dan mempertegas hukuman (carrot (carrot and stick ) bagi penyelanggara negara/pemerintah seharusnya menjadi titik tolak yang sangat penting dalam pemberantasan korupsi. Tentu saja dengan tidak mengabaikan perbaikan perangkat hukum, kelembagaan, sistem  prosedur pengambilan keputusan dan transparansi. Pada saat metode carrot and stick  tersebut diterapkan, peran Komisi Ombudsman Nasional sangat dibutuhkan. Peran komisi ini dibutuhkan karena selain menghukum para pelaku korupsi, tidak kalah penting adalah mengawasi proses   pemberian hukuman tersebut, apakah sudah sesuai prosedur atau penuh penyimpangan. Dengan demikian, dalam gerakan anti korupsi di Indonesia, Komisi Ombudsman   Nasional berperan aktif melakukan pencegahan secara dini agar dalam setiap aspek   pemberantasan korupsi tidak terjadi penyimpangan atau kesalahan administrasi. Sebagai lembaga yang menitikberatkan pada pengawasan proses pemberian   pelayanan umum, Komisi Ombudsman Nasional berperan penting dalam mencegah terjadinya perilaku korup pada setiap atas dasar pemikiran bahwa pemberantasan korupsi harus dimulai dengan memperbaiki sistem pelayanan umum. Pendapat ini dibangun dengan asumsi bahwa sistem pelayanan umum (termasuk proses penegakan hukum) menjadi berjalan tidak secara baik, karena di dalamnya penuh dengan praktik-praktik    penyelenggaraan negara yang korup. Dengan demikian, apabila proses pemberian   pelayanan umum diawasi sedemikian rupa, maka setidaknya dapat mencegah adanya  peluang bagi penyelanggara negara melakukan tindakan-tindakan yang bersifat koruptif. Selama ini, pengawasan terhadap proses penyelenggaraan negara dilakukan oleh Aparatur Pengawas Struktural dan Fungsional, Badan Pemeriksa Keuangan, ditambah  pengawasan eksternal dari Lembaga Swadaya Masyarakat, pers dan mahasiswa. Berbeda dengan tindakan hukum (represif) bagi koruptor, manfaat pencegahan (prevention) terhadap terjadinya korupsi dapat dirasakan secara lansung oleh banyak  orang. Apabila kita bisa mnecegah tindakn korupsi dalam proses pemberian pelayanan
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 umum, seperti pungutan uang dalam pembatan KTP, SIM, IMB dan perijinan lainnya, tentu banyak orang merasakan dampaknya. Ratusan ribu bahkan jutaan orang di Indonesia dapat memperoleh pelayanan prima tanpa dibebani biaya-biaya tidak resmi yang memberatkan. Coba



bandingkan



dengan



strategi



pemberantasan



korupsi



yang



hanya



mengandalkan pemberian tindakan hukum (represif) terhadap koruptor kelas kakap,  berapa banyak masyarakat yang merasakan manfaatnya secara lansung ? Oleh karena itu, memasukkan upaya pencegahan korupsi sebagai bagian penting dalam strategi  pemberantasan korupsi akan semakin melengkapi dan memperkuat gerakan anti korupsi di Indonesia. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, saat ini terdapat banyak gerakan dan organisasi antikorupsi yang mengusungkan isu tentang



Good Governance



(pemerintahan



yang bersih) dan Anti KKN. Kehadiran ISM/Ornop merupakan perwujudan peran aktif  masyarakat dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih, dan terpercaya. Pertanyaannya, sejauh mana LSM/Ornop tersebut telah melakukan fungsi dan peran kontrol sosialnya terhadap pemerintahan, serta menggiring para penyeleweng dan koruptor ke pengadilan. Sampau saat ini keberadaan LSM/Ornop tersebut belum memberikan dampak yang berarti. Ini pertanda buruk dalam upaya pemberantasan KKN. Berikut ini adalah tabel mengenai gerakan-gerakan atau organisasi anti korupsi di Indonesia. NO.



NAMA GERAKAN/ ORGANISASI



KETERANGAN



ANTI KORUPSI 1.



GEMPITA (Gerakan Masyarakat Masyara kat Peduli



Berkedudukan di Jakarta dan diketuai oleh



Harta Negara)



Dr. Albert Hasibuan.



2.



OAK (Organisasi Anti Korupsi)



Berkedudukan di Jakarta.



3.



ICW (Indonesian Corruption Corrup tion Watch)



NGO/LSM berkedudukan di Jakarta yang menyorot korupsi pada sektor kesehatan dan pendidikan.



4.



SoRAK (Solidaritas (Solidar itas Gerakan Anti Korupsi) Korups i)



Berkedudukan di Aceh.



5.



SAMAK



Berkedudukan di Aceh.



(Solidaritas (Solidar itas



Masyarakat



Anti



Korupsi) 6.



Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI)



NGO/LSM berkedudukan di Jakarta.



7.



Tranparency International Indonesia (TII)



NGO/LSM berkedudukan di Jakarta.



8.



Gerakan Rakyat Anti Korupsi (GERAK)



Ketidak berdayaan lembaga anti korupsi melaksanakan fungsi dan perannya itu dipengaruhi, antara lain sebagai berikut: 1.



LSM/Ornop tidak mempunyai wewenang untuk memeriksa instansi pemerintah. Kalaupun berwenang untuk mengawasi, hanya terbatas dari luar.
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 2.



LSM/Ornop memiliki keterbatasan dalam kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Ornop seperti keahlian investigasi dan auditing (pemeriksa auditing (pemeriksa keuangan).



3.



LSM/Ornop memiliki keterbatasan dalam mencari sumber dana. Hampir semua aktivitas LSM/Ornop dijalankan dengan biaya sendiri tanpa dukungan pihak lain, apalagi Pemerintah.



4.



LSM/Ornop kurang mendapat dukungan dari masyarakat. Sebagai sebuah gerakan, tentu kekuatan LSM/Ornop ada pada dukungan publik. Namun yang terjadi adalah kurangnya kepedulian masyarakat terhadap LSM/Ornop.



H.



CONTOH



KEGIATAN KORUPSI DI INDONESIA



Walaupun korupsi terjadi dalam berbagai hal, jika kita perhatikan, ada bagian  bagian tertentu di mana korupsi sering terjadi. Bagian-bagian yang dianggap sebagai   pemicu utama korupsi adalah bagian-bagian yang berhubungan dengan pemberian ijin, dana, dan penggadaian barang. Korupsi dapat terjadi tanpa mengenal tingkatan, mulai dari tingkat pemerintahan hingga rakyat kecil. Berikut ini digambarkan contoh-contoh korupsi yang terjadi dalam bidang eksekutif, legislatif dan yudikatif.



BIDANG



BENTUK 



TAMPAK 



PIHAK YANG



PERPOTONGAN



KORUPSI



DALAM BENTUK 



TERLIBAT



Pihak sebagai



eksekutif  Pemeberian badan



yang



ijin



secara ilegal.



Pemberian



ijin



Pekerja di bidang



ekspor impor barang   persangkutan dan



mengeluarkan ijin.



setelah



menerima



warga.



 pembayaran. Pihak



eksekutif  Manipulasi pajak.



  penyedia prestasi/jasa.



Penurunan apabila



pajak  Pegawai



dan



pejabat  pembayar pajak.



dinas



pajak 



memperoleh bagian  pengalihan pajak. Pihak legislatif sebagai



Memberikan



 pembuat peraturan



  pengaruh



Pemberian sejumlah melalui uang atau jasa untuk   



  pemberian prestasi  pengambilan



Pihak legislatif sebagai  



perkumpulan



keputusan.



Menjanjikan suatu



Janji pemilu yang



material.



Pengadilan



Memberikan



Pemberian



sebagai



yuridiksi   pengaruh pidana



Kandidat pemilih.



polisi   prestasi kepada si menawarkan hadiah  pemilih.



masalah



parlemen



 pelobi.



tertentu.



yang akan dipilih.



lembaga



Anggota



melalui atau



dan   pemberian prestasi untuk
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jasa



uang tertentu



mengubah



Hakim, pelaku.



dan



  



perdata.



tertentu.



keputusan diberikan.
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yang



 BAB 3 PENUTUP



Korupsi adalah cara untuk menguntungkan pribadi dan atau kelompok melalui   penyalahgunaan wewenang. Korupsi menimbulkan kerugian bagi negara karena terjadi   penyimpangan jalur dari memakmurkan rakyat menjadi memakumurkan diri sendiri. Indonesia telah memiliki beberapa UU yang digunakan sebagai landasan hukum  pemberantasan korupsi. Namun, pembuatan UU itu belum cukup untuk memberantar korupsi karena implementasinya yang tidak tegas. Karena itu, sebagai masyarakat Negara Kesatuan Republik Indonesia kita perlu mengambil bagian dalam memberantas korupsi. Salah satunya adalah dengan cara menumbuhkan sifat dan sikap anti korupsi.
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